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Abstract 

Regional autonomy in Indonesia is not a new concept that has been implemented. Based on the track record of 

the previous prevailing laws and regulations, Indonesia officially defined autonomy in Law No. 22/1999 with a 

dominant focus on decentralization. However, in line with the implementation of autonomy itself, it is said that 

there are still many problems or even not in line with expectations. This study focuses on the concept of 

regional autonomy used in efforts to fulfill public services, the weaknesses of related concepts and examples of 

successful regions in Indonesia that implement regional autonomy. The research method used is qualitative 

with secondary data or secondary data in data collection. The results of the study are that regions in 

Indonesia have a tendency to use the concept of traditional bureaucratic authority, where the Indonesian 

government provides services without involving other parties. The weakness of the concept or model lies in the 

reach of the local government on all matters of public service itself. Regional limitations are the main factor 

for these weaknesses, as a result of all forms of public services being developed by the local government 

without involving the community and the private sector. The city of Surabaya is a successful example of 

fulfilling public services using E-Government 
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Abstrak 

Otonomi daerah di Indonesia bukanlah konsep yang terhitung baru diterapkan. Berdasarkan rekam jejak dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, Indonesia secara resmi mengistillahkan otonomi ada 

pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan fokus desentralisasi dominan. Namun, sejalan dengan 

pelaksanaan otonomi sendiri masih dikatakan banyak mengalami permasalahan atau bahkan tidak sesuai 

dengan harapan. Penelitian ini berfokus pada konsep otonomi daerah yang dipakai pada upaya pemenuhan 

pelayanan publik, kelemahan konsep terkait dan contoh sukses daerah di Indonesia yang menerapkan otonomi 

daerah. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan secondary data atau data sekunder pada 

pengumpulan datanya. Hasil penelitian adalah daerah di Indonesia memiliki kecenderungan memakai konsep 

traditional bureaucratic authority, dimana pemerintah Indonesia memberikan pelayanan tanpa melibatkan 

pihak lain. Kelemahan konsep atau model terletak pada jangkauan pemerintah daerah atas segala urusan 

pelayanan public itu sendiri. Keterbatasan daerah menjadi faktor utama kelamahan tersebut, sebagai akibat 

segala bentuk pelayanan publik dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan masyarakat 

dan privat sector. Kota Surabaya menjadi contoh sukses pemenuhan pelayanan public dengan menggunakan E

-Government.  
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara demokrasi tentu saja menjadikan otonomi daerah sebagai perhatian 
tersendiri. Berdasarkan tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar 
pembentukan otonomi di daerah, mengharuskan daerah menjalankan urusan rumah tangganya 
dengan prinsip demokrasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). 
Beberapa penelitian menjelaskan terkait pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan hubunganya 
dengan konsep pemenuhan pelayanan publik itu sendiri. Pertama, dikatakan bahwa desentralisasi 
menyebabkan terjadi ketimpangan penyediaan pelayanan dan ekonomi dibeberapa daerah  (Ostwald 
et al., 2016). Selanjutnya, desentralisasi di Indonesia dikatakan sebagai reformasi yang belum selesai 
dan maksimal, hal tersebut karena proses pendekatan antara pemerintah dan rakyat masih belum 
terlaksana dan menyebabkan proses demokrasi dalam pelayanan itu juga belum berjalan maksimal 
(Simanjuntak, 2015). Beberapa juga membahas terkait dampak dari desentralisasi dengan 
pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia (Nurhemi, 2015). Pelaksanaan otonomi daerah dengan 
azas desentralisasi yang seharusnya mengajak masyarakat dan menjamin terjadinya demokrasi malah 
membuat berpindahan sentralisme ke daerah (Orde et al., 2005).  

Dasar otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 yang 
menyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdesentralisasi dengan presiden 
yang memegang kekuasaan pemerintahan” (1945). Otonomi daerah di Indonesia mengalami 8 kali 
perubahan dasar hukum yang di pakai (Setiawan, 2018). Pertama adalah Undang-undang Nomor 1 
tahun 1945 yang lebih mengfokuskan pada dekonsentrasi dominan. Kedua, Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1948 disini perubahan konsep penyerahan urusan kepada pemerintah daerah mulai 
dirubah, yang sebelumnya hanya bersifat administratif saja, namun secara politik juga mulai di 
berikan kepada pemerintah daerah (Undang-undang, 1948). Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1957, Kepala daerah hanya memegang atau menjalankan tugas yang menjadi urusan 
daerahnya, sedangkan untuk tugas pengawasan yang sebelumnya juga dipegang oleh kepala daerah 
diambil alih oleh Menteri dalam Negeri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pemerintah 
Daerah). 

Keempat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 perubahan yang berkaitan dengan pemerintah 
daerah secara drastis dilakukan, Azas yang digunakan berkaitan dengan penyerahan urusan 
pemerintah pusat kepada daerah kembali menjadi dekonsentrasi yang dominan (Orde et al., 2005). 
Undang-undang pemerintah daerah berganti menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang 
berfokus pada desentralisasi yang dominan. Kepala daerah bukan lagi menjadi alat pusat yang ada di 
daerah, melainkan alat daerah yang dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. 
Setelah itu perubahan ketujuh adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengedepankan 
keseimbangan pemerintahan. Perubahan dilakukan pada sistem pemilihan kepala daerah yang 
awalnya appointed atau ditunjuk oleh DPRD menjadi electoral yaitu dipilih melalui pemilihan umum 
(Muluk, 2009). Perubahan yang terakhir yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah menjelaskan hubungan antara kepala daerah dan DPRD yang merupakan mitra 
sejajar dan memiliki fungsi yang berbeda (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah). 

Tujuan pemerintah Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 adalah melindungi 
segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (1945). Pembentukan otonomi daerah 
difungsikan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui 
peningkatan pelayanan dan peran masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah). Pembentukan otonomi daerah dipandang perlu mengingat keterbatasan central 
government untuk menjangkau masyarakat yang ada diseluruh daerah di Indonesia (Muluk, 2009). 
Pemerintah daerah dianggap memiliki keterjangkauan memberikan pelayanan kepada masyarakat 
dan pengembangan daerah karena pemerintah daerah dapat secara dekat dengan permasalahan yang 
ada.  

Pelayanan publik menjadi isu sentral dalam perkembangan otonomi daerah di Indonesia. 
Tugas pemerintah daerah wajib adalah menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan kepada 
masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Namun kondisi 
birokrasi daerah menciptakan konsep pemenuhan pelayanan publik yang berbeda-beda, sehingga 
beberapa terkesan sentralistik (Orde et al., 2005), beberapa juga menunjukan peningkatan kualitas 
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pelayanan berbasis pemanfaatan teknologi (Effendi, 2018). Adanya otonomi daerah ini, diharapkan 
kecekatan pemerintah daerah atas permasalahan layanan akan tertangani. Namun perlu pengkajian 
berberapa kecenderungan daerah di Indonesia dalam memberikan pelayanan publik dimana terkesan 
bersifat sentralistik dan tidak memberikan inovasi sehingga pelayanan publik pun tetap terasa 
lambat. Sehingga perlu dijadikan contoh beberapa daerah seperti Kota Surabaya yang dengan 
inovasinya mampu meningkatkan pelayanan di daerahnya (Menpan-RB, 2015). 

Tulisan ini membahas terkait pelaksanaan konsep pemenuhan pelayanan publik era otonomi 
daerah di Indonesia, dimana terbagi menjadi dua konsep. Pertama, konsep pemenuhan pelayanan 
publik dengan menggunakan konsep traditional bureaucratic authority, pada konsep ini pemerintah 
daerah secara penuh memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa melibatkan pihak lain (Muluk, 
2009). Kedua, dengan menggunakan konsep E-Government yaitu pelayanan menggunakan 
pemanfaatan teknologi (Holle, 2011). Contoh pemerintah daerah yang dibahas dalam tulisan ini ialah 
Kota Surbaya. Keberhasilan Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki indeks kepuasan masyarakat 
dengan kategori “sangat puas” dan menjadi daerah percontohan nasional bidak pelaksanaan E-
Government (Menpan-RB, 2015). Otonomi daerah menjadi perhatian tersendiri ketika berbicara 
tentang wajah negara demokrasi di suatu negara (Sellers & Lidström, 2007)J. Konsep traditional 
bureaucratic authority dilihat berdasarkan beberapa penelitian tentang pelaksanaan perwujudan 
otonomi daerah dengan pelayanan publik itu sendiri. Berkaitan dengan E-Government dijadikan 
sebagai alternatif konsep untuk pemenuhan pelayanan publik era otonomi daerah yang bisa 
diterapkan pada daerah-daerah di Indonesia. 

2. METHOD 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif data sekunder. Pengumpulan data 
sekunder dilakukan melalui proses pencarian dengan sumber-sumber yang relevan. Proses pencarian 
data dilakukan melalui bantuan search engine “google scholar” dan data yang kredibel dari 
“Google”. Data yang dipakai sebagai sumber data pada penelitian ini harus berdasarkan dengan 3 
kategori. Kategori pertama data didasarkan pada tahun terbit yang dibatasi 15 tahun terakhir, kecuali 
data atau sumber memang sumber utama. Kategor kedua, data harus sesuai dengan tujuan penelitian, 
dimana tujuan penelitian adalah berkaitan dengan konsep atau model pemenuhan pelayanan public 
yang dipakai di Indonesia, kelemahan dari konsep atau model terkait dan contoh sukses daerah 
dalam proses pemenuhan pelayanan public. Kategori ketiga, artikel atau data terkait harus memiliki 
h-index. Waktu pengambilan data atau penelitian dilakukan pada Januari-Agustus 2022. Penelitian 
ini ditulis dengan memperhatikan standart for reporting qualitative research yang dikembangkan 
oleh O’Brien et al. 

3. HASIL DAN DISKUSI 

Pergantian kebijakan pemerintah daerah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
mengawali pemakaian paradigma baru yaitu desentralisasi dan otonomi daerah (Novianto et al., 
2015). Otonomi Daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah). desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk 
memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan 
masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah 
diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah. Menurut Montesque 
kekuasaan pemeritahan dibagi menjadi 3 kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif yaitu yang membuat 
Undang-undang, eksekutif yang melaksanakan Undang-undang dan yang terakhir adalah yudikatif 
yaitu menegakan hukum dalam artian melakukan pengawasan dalam pembuatan maupun 
pengimplementasian Undang-undang.  

Kebijakan desentralisasi muncul karena adanya kekuasaan eksekutif yang ditransfer kepada 
pemerintah daerah. Dalam hal ini berarti kebijakan desentralisasi ada karena adanya kekuasaan 
eksekutif yang ditransfer kepada masyarakat setempat. Desentralisasi disini merupakan transfer 
kewenangan dari pemerintah pusat terutama lembaga eksekutif kepada masyarakat di daerah. 
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Urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 yaitu absolut, urusan pemerintahan umum dan 
konkuren (Otda.kemendagri.go.id, 2015). Urusan pemerintahan absolut terdiri dari 6 urusan dan 
tidak didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Urusan konkuren adalah urusan yang dapat 
didesentralisasikan kepada pemerintah daerah atau urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, 
provinsi, kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). 
Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi 2 yaitu wajib dan pilihian. Wajib adalah urusan yang wajib 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, misalnya adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. 
Sedangkan pilihan bisa dilaksanakan maupun tidak, seperti perikanan dan kelautan. Urusan 
konkuren wajib dibagi menjadi 2 yaitu dasar dan non dasar. Dasar mencakup pemberian pelayanan 
yang disana terdapat standart pelayanan minimum (SPM) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah). Perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia sendiri memang 
salah satu tujuan perubahan paradigma pemerintahan daerah adalah untuk menunjang pelayanan 
publik yang lebih mumpuni. 

Desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya pemerintahan daerah yang mandiri atau 
yang disebut dengan local self governming yang dipimpin oleh masyarakat setempat atau atas 
prakarsa setempat, hal ini disebut dengan local government atau pemerintah lokal. Makna 
sebenarnya local government sendiri adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh msyarakat 
setempat atau atas prakarsa setempat dengan membentuk local self goverming. Local government 
sendiri didapat dari otonomi daerah. Yang kemudian membentuk pemerintah local atau local 
government yang akan melaksanakan local self goverming. Untuk pengertian desentralisasi sendiri 
adalah transfer kewenangan atau urusan secara politik, dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Penyerahan urusan 
secara politik ini yang kemudian akan diikuti oleh urusan lainya, sering bermakna kebebasan. 
Namun kebebasan yang dimaksud disini ialah sesuai dengan negara masing-masing. misalnya 
Indonesia bebas dalam artian sesuai dengan kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 
Sedangkan pengertian desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah 
penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas 
Otonomi ((Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). 

Indonesia sebagai Negara demokrasi yang menghendaki kepemimpinan oleh rakyat, untuk 
rakya dan dari rakyat. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sudah hakekatnya dipahami 
bahwasanya kebijakan ini diberikan kepada rakyat untuk mewujudkan demokrasi itu sendiri 
(Ostwald et al., 2016). Desentralisasi dan otonomi daerah secara konseptual dapat dipahami apabila 
secara ideal diterapkan akan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan 
desentralisasi serta otonomi daerah dapat berjalan ideal apabila terdapat keterlibatan aktif dari 
masyarakat kemudian memunculkan prakarsa sendiri yang akan menciptakan strategi dan dapat 
menentukan peningkatan responsivitas pelayanan (Firman, 2010). Namun pemerintah daerah sebagai 
organ penyelenggara pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum sering kali 
lupa menerapkan nilai-nilai demokrasi dan kemandirian yang sebenarnya diharuskan dalam 
menciptakan keberhasilan kebijakan ini (Bunnell & Ann Miller, 2011). 

Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintah daerah cenderung menggunakan regulasi 
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Gambar 1. Pembagian Urusan Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

Sumber: (Otda.kemendagri.go.id, 2015)  
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dalam penanganan segala urusan yang ada. Kecenderungan hampir keseluruhan daerah di Indonesia 
dalam menyelenggarakan pelayanan publik memakai instrumen kebijakan yang bersifat wajib 
kepada masyarakat (Muluk, 2009). dijelaskan dalam penelitian Ichsan, Supriyono, & Muluk dalam 
muluk (Muluk, 2009), bahwa “Penyediaan pelayanan publik dilakukan dengan layanan langsung 
(direct provision) oleh pemerintah daerah”. Penyelenggaraan pelayanan publik daerah yang di 
dominasi oleh local government sendiri dikenal dengan istilah traditional bureaucratic authority, 
yaitu pemerintah secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah disini 
menjadi aktor utama yang menyediakan keseluruhan kebutuhan masyarakat sehingga dapat 
dikatakan pemerintah bersifat monopolstik (Muluk, 2009). Dalam model ini terdapat peran 
minimum dari masyarakat sebagai penggunan dan pelanggan. Masyarakat tetap tidak dilibatkan 
secara aktif sehingga konsep pemenuhan publik sesuai dengan konsep desentralisasi dan otonomi 
daerah tidak dapat terwujud. Karakyteristik dari traditional bureaucratic authority sebagai konsep 
pelayanan pulblik pada pemerintah daerah di Indonesia, pertama, penyediaan barang dan layanan 
publik lebih banyak dilakukan oleh sektor publik (strong public sector). Kedua, peran pemerintah 
daerah sangat kuat (strong local gouernment), rendah. Ketiga, pengambilan keputusan dalam 
pemerintah daerah lebih menekankan pada demokrasi perwakilan (representative democracy) 
(Muluk, 2009). 

Perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah hingga tahun 2015 kini, tercatat jumlah 
provinsi, kabupaten dan kota seperti dalam bagan dibawah ini (Otda.kemendagri.go.id, 2015):  
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Gambar 2. Jumlah Daerah Sebelum dan Sesudah Desentralisasi 1999 
Sumber: (Otda.kemendagri.go.id, 2015)  

Peningkatan jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota jelas terlihat setelah munculnya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengartikan bahwasanya 
semakin banyak daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan 
pemerintahanya sendiri. Harapannya untuk melaksanakan tujuan negara Indonesia itu sendiri. 
Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan dari Negara Indonesia. Pemerintah daerah dalam 
memberikan pelayanan mengadopsi atau berfokus dengan traditional bureaucratic authority (Muluk, 
2009). Pemerintah daerah memiliki kecenderungan tidak memakasi aspek partisipasi stakeholder 
(Sellers & Lidström, 2007). Peran masyarakat ditekan dan pihak swasta memiliki peran yang relatif 
sedikit (Orde et al., 2005). Kecenderungan pemerintah daerah yang seperti ini akan membawa 
dampak negatif bagi pembangunan pelayanan publik di daerah. 

Pemerintah daerah sekalipun sudah memiliki keterjangkauan terhadap permasalahan 
masyarakat (Ostwald et al., 2016). Keterbatasan tersebut mencakup urusan perencanaan 
pembangunan kapasitas lokal (Ostwald et al., 2016). Hal ini menyebabkan munculnya kelambatan 
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu 
melibatkan pihak masyaraka dan swasta dalam pemberian pelayanan. Dampak dari partisipasi 
masyarakat dan swasta akan menunjang perkembangan inovasi sehingga nantinya mampu 
memperbaiki pelayanan publik itu sendiri. Kemudian pemerintah daerah juga di identifikasi 
memberikan ruang yang sempit bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
umum (Anggraeni, 2014). Pemerintah daerah cenderung melihat masyarakat sebagai yang 
membutuhkan pelayanan, sehingga terkadang terdapat kecenderungan pemberian pelayanan yang 
semnena-mena kepada masyarakat ((Holle, 2011). Traditional bureaucratic authority, menyebabkan 
peran maksimal dari pemerintah daerah dengan regulasinya yang tidak dapat ditentang. Dengan 
begitu memberikan kekuasaan yang berlebih bagi aparatur daerah itu sendiri. 
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Masyarakat hanya dipandang sebagai yang membutuhkan dan mau tidak mau diberikan 
pelayanan publik sesuai dengan regulasi yang sebelumnya sudah ditetapkan. Menurut Muluk (2009) 
masalah terpenting berkaitan dengan pelayanan publik dari segi governance-nya, dijelaskan bahwasa 
dominasi peran dari sektor publik tersebut akan cenderung mengurangi kemampuan sektor swasta 
dan masyarakat dalam pelayanan kepada masyarakat. dan kondisi ini dalam jangka panjang akan 
menyebabkan administrative lag, yaitu membesarnya beban birokrasi yang akan mengakibatkan 
penurunan kemampuan dalam menyediakan layanan publik yang sesuai dengan tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat. Dengan begitu model pelayanan publik yang cenderung diterapkan dihampir 
seluruh daerah di Indonesia sudah dianggap tidak memadai lagi untuk itu perlu adanya perubahan 
sistem dalam pelayanan publik di daerah. 

Melalui penerapan desentralisasi pada setiap daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberikan 
kewenangan yang seluas-luanya untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi apapun konsep 
pemenuhan pelayanan publik tergantung dengan pemerintah daerah itu sendiri. Konsep pemenuhan 
pelayanan publik di Indonesia cenderung menggunakan traditional bureaucratic authority. Sehingga 
menyebabkan inovasi tidak berjalan lancar dan konsep pemenuhan pelayanan publik dapat dinilai 
buruk. Di Indonesia sendiri terdapat daerah yang dapat dijadikan studi kasus untuk contoh 
keberhasilan konsep pemenuhan pelayanan publik, yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya untuk 
mengupayakan konsep pemenuhan pelayanan yang baik dengan menggunakan E-government. E-
government sendiri adalah suatu inovasi pelayanan pemerintah dengan menggunakan kemajuan 
teknologi, hal ini dilakukan untuk meningkat efektifitas dan efisiensi pelayanan serta mewujudkan 
pemerintahan yang transparan (Holle, 2011). Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan prinsip good 
governance dengan menyeimbangkan para stakeholder kemudian mengupgrade prinsip tersebut 
sehingga membentuk prinsip e-government yang dinilai telah berhasil dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat Kota Surabaya (Nurhadryani, 2009).   

Kemudian ruang lingkup dari e-government sendiri adalah ruang lingkup dari e-Gov ini 
adalah mencakup interaksi antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), 
pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B government to business enterprises) dan hubungan antar 
pemerintah (G2G inter-agency relationship). Tercatat data Direktorat E-Government, Kota Surabaya 
menduduki Kota yang memiliki nilai rata-rata tertinggi dalam hal pelaksanaan E-Government di 
Jawa Timur. Kota Surabaya memiliki kategori sangat baik pada setiap dimensi yang dinilai 
(Direktorat E-Government, 2015). Pada awalnya pemerintah Kota Surabaya telah mencanangkan 
prinsip E-Governmenti dalam pelayanan publiknya, pada tahun 2003 dengan dikeluarkanya Keppres 
Nomor 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mencantumkan 
sistem lelang elektronik. E-government dalam pemerintah daerah Kota Surabaya sendiri dapat 
digolongkan menjadi 2 yaitu pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan masyarakat. 

Pelayanan banyak dilakukan dengan menggunakan media elektronik, untuk memberikan 
informasi yang berkaitan dengan program-program baru maupun untuk masyarakat memberikan 
respon terhadap pelayanan yang diberikan bisa berupa kritik maupun saran menggunakan e-
sapawarga dan pengaduan secara elektronik. Kemudian untuk maslah perizinan menggunakan e-
perizinanan. Kemudian ada program yang dinamakan e-musrenbang, program ini digunakan untuk 
menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya, bisa 
berupa masalah pembibitan hingga pada pembangunan perpustakan sehingga dapat digunakan 
pemerintah Kota Surabaya untuk menentukan program selanjutnya yang dapat secara langsung 
manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. karena program tersebut notabenya dibuat atau dirancang 
untuk memenuhi aspirasi masyarakat. berikut adalah contoh gambar pelayanan kependudukan 
menggunakan e-government di pemerintah Kota Surabaya.  
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Gambar 3. Aplikasi Kependudukan Surabaya  
Sumber: surabaya.go.id (2016)  
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Penerapan e-government disini pemerintah kota pusat dituntut selalu melakukan koordinasi 
yang rapi dengan pihak kelurahan maupun segala instansi yang tersebar untuk melayani publik. 

Sebagai contoh Pemerintah Kota Surabaya juga membuka pelayanan online bidang kesehatan 
dan sosial kemasyarakatan, yaitu melalui E-Kios (tempat pelayanan publik). E-Kios disini berfungsi 
untuk memberikan layanan dokumen-dokumen melalui perangkat komputer tersendiri yang 
diberikan atau difasilitasi secara langsung oleh pemerintah Kota Surabaya. Untuk saat ini E-Kios 
Kota Surabaya terdiri dari 203 unit, yang masing-masing tersebar antara lain, Puskesmas 10 unit, 
kelurahan 154 unit, kecamatan 31 unit, rumah sakit 2 unit serta SKPD Pelayanan 6 unit. Pada E-kios 
ini tidak seperti pemberian pelayanan pada organisasi pelayanan yang biasanya hanya bisa dilayani 
pada jam kerja saja, untuk E-Kios memiliki jadwa pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas 
selama 24 jam, sedangkan untuk kecamatan dan kelurahan buka hingga pukul 20.00 
(www.surabaya.go.id). Konsep pemenuhan pelayanan publik di Kota Surabaya sendiri sudah diakui 
dikalangan nasional, terlihat ketika pemrintah pusat melalui Kementrian Pan dan RB memberikan 
apresiasinya atas penerapan dan pengebangan e-government pemerintah Kota Surabaya dan 
menjadikanya sebagai pembanding sistem pemerintahan elektronik nasional (Menpan-RB, 2015). 

Pelaksanaan e-government pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik atau untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik itu sendiri. Pelaksanaan e-government di 
Kota Surabaya, menunjukan hasil yang maksimal untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. 
Hal tersebut bisa dibuktikan melalui indeks kepuasan masyarakat terkait pemberian pelayanan 
publik itu sendiri, yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 4. Indeks Kepuasan Masyarakar  Kota Surabaya 2016 
Sumber: (Pemerintah Kota Surabaya, 2016)  

Pada data diatas dijelaskan terkait indikator kepuasan masyarakat yang diperoleh indikator 
rata-rata kepuasan terhadap pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat (mean performance), rata-
rata harapan masyarakat terhadap pelayanan Publik yang diterima (mean importance), diagram 
Importance Performance Analysis (IPA Diagram) yang menunjukkan posisi masing-masing dimensi 
pelayanan pada sebuah diagram serta indeks kepuasan pelanggan (Customer Statisfaction Index / 
CSI) (Indonesia, 2016). Sedangkan untuk indikator kualitas pelayanan menurut terdapat 10, yaitu 
kemampuan fisik (Tangible), Relaibilitas, responsivitas, kompetensi, kesopanan, kredibilitas, 
keamanan, akses, dan komunikasi, serta bertanggungjawab (Tangkilisan, 2007). 

Gambar diatas juga dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan masyarakat yang mendapatkan 
pelayanan pada kecamatan di Kota Surabaya merasa puas akan pelayanan yang diberikan. Pada 
cakupan tabel diatas terkait atribut kepuasan hampir mencakup indikator kualitas publik yang 
dijelaskan oleh Tangkilisa. Aspek kemampuan fisik dan kompetensi dapat dinilai melalui 
kompetensi pelayanan, yang memiliki indeks 81.90 dengan keterangan sangat puas. Terkait efektif 
dan efisien bisa dilihat melalui prosedur dan waktu pelayanan, yang masing-masingnya memiliki 
keterangan sangat puas. Sedangkan kesopanan melalui prilaku pelaksana, juga dinilai sangat puas. 
Akses dan komunikasi juga bisa dilihat melalui penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan 
keterangan yang sangat puas. Sedangkan untuk aspek bertanggungjawab dalam hal ini, masuk dalam 
E-Governemnt melalui eProject, sebagai berikut:  
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Gambar 5. E-Project Kota Surabaya 
Sumber: (Pemerintah Kota Surabaya, 2016)  

Untuk laporan pertanggungjawaban juga bisa dilihat melalui website resmi dari Kota 
Surabaya yaitu www.surabaya.go.id. Semua kegiatan pemerintah Kota Surbaya sudah bisa dilihat 
secara online melalui website Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya sudah dinilai berhasil 
memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui penggunaan E-Governement. 

Secara umum penggunaan E-Government secara global meningkat pesat di era pandemi 2019 
lalu. E-Government menjadikan teknologi digital sebagai penghubung masyarakat dengan pelayanan 
pemerintah. Hal ini memungkinkan penekanan trend peningkatan penyebaran pandemi secara global. 
Melalui teknologi digital, pelayanan yang sebelumnya diharuskan melalui kontak langsung diganti 
dengan mediasi teknologi digital. Tentu saja ini menekan kontak antar masyarakat, dimana kontak 
menjadi salah satu sumber utama penyebaran pandemi. Melalui laporan dari United Nation (2022), E
-Government juga dipakai sebagai landasan untuk membangun institusi yang efektif, akuntabel, 
tangguh dan inklusif di semua tingkatan. Hal ini selaras dengan tujuan dari Sustainable Development 
Goals ke-16 dan agar tujuan ke-17 semakin kuat. Selanjutnya, melalui survey yang dilakukan oleh 
United Nations, terdapat hasil bahwa ada 15 negara yang memiliki ranking EGDI (E-Government 
Development Index), daftar negara dapat dilihat pada tabel berikut:  

Gambar 6. Negara dengan Per ingkat Ter tinggi EDGI  
Sumber: (Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2022)  

KESIMPULAN 

Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan untuk daerah mengembangkan 
daerah masing-masing. penerapan konsep desentralisasi sendiri mempengaruhi konsep pemenuhan 
pelayanan publik di Indonesia. Desentralisasi yang secara jelas terlihat ketika munculnya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999. Di Indonesia sendiri denggan kebebasan pemeritahan daerah akibat 
desentralisasi cenderung menggunakan birokrasi yang traditional bureaucratic authority dan secara 
politik dalam konsep pemenuhan pelayanan publik dapat disebut dengan strong local government. di 
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dalam pemenuhan pelayanan publik dengan traditional bureaucratic authority, inilah yang kemudian 
memberikan banyak kelemahan bagi konsep pemenuhan pelayanan publik di daerah. Keterbatasan 
daerah menjadi faktor utama kelamahan tersebut, sebagai akibat segala bentuk pelayanan publik 
dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan masyarakat dan privat sector. 

Terdapat kecenderungan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan 
semena-mena dalam memberikan pelayanan karena menganggap masyarakatlah yang membutuhkan 
mereka dengan regulasi ketat pelayanan publik yang membatasi peran masyarakat dan privat sector. 
Hal ini menghalangi prinsip akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik pada pemerintah daerah 
sehingga dapat menciptakan penurunan kepercayaan publik pada pemerintah daerah. Kemudian di 
Indonesia terdapat daerah yang mampu melakukan inovasi pelayanan publik, yaitu Kota Surabaya. 
Kota Surabaya mengembangkan prinsip good governance menjadi e-government yang secara berkala 
meningkatkan konsep pemenuhan pelayanan publik untuk masyarakat. dan untuk itu dapat dikatakan 
bahwasannya Kota Surabaya dapat dijadikan role model konsep pemenuhan pelayanan publik 
sebagai dampak kebebasan menyelenggarakan pemerintahan atau urusan sendiri dari desentralisasi 
dan otonomi daerah. 

Untuk pemerintahan daerah yang masih menggunakan traditional, diharapkan dapat 
mengambil pelajaran dari inovasi birokrasi yang telah dikembangkan pemerintah daerah di Indonesia 
sebagai contoh yaitu Kota Surabaya. Memang tidaklah mudah dalam mengubah suatu sistem yang 
telah berjalan lama. Merujuk pada sistem e-government yang dianggap pantas untuk dijadikan 
rekomendasi perbaikan untuk birokrasi di Indonesia, sudah seharusnya pemakaian E-Government 
lebih digencarkan lagi. Serta pelunya produk hukum Undang-undang terkait E-Government sehingga 
mempunyai legitimasi yang jelas, untuk menekan pemerintah kota atau kabupaten yang masih belum 
melaksanakan E-Government dalam sistem pelayanan publiknya. Kemudian untuk Kota Surabaya 
agar lebih menjaga dan tetap mengembangkan E-Government, sehingga dapat mengurangi keluhan 
masyarakat. 
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